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BUPATI SITUBONDO

PERATI'RAN BI'PATI SITI'BONIX)
NOUOR zt TATTUN 2Ot4

TTITTAITG

PETT'I{JI'K TEKNIS PEUBERIAIT BAITTUAIT XTUAIYGAN I{HUSUS
pELtrKsAnAAN PEUBAITGITIIAIT/RTITABILITAST

I{AITTOR ATAU BAI"AI DESA DI KABT'PATEIT SITUBOIYIX) TAIIUIT 2014

DEITGAIT RAIIUAT TI'HAN YAITG TAIIA ESA,

tenlmbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4)
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2OL3 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2Ol4
serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian Banhran
Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau
Balai Desa di kabupaten Sittrbondo sebagai bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Sittrbondo kepada desa di Kabupaten
Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan
Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau
Balai Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL4.

ilenglngnt : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO);

Jalan PB. Sudirman Nomor l. Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

11.

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor
14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4857);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor
164, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4599);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi
Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2O07 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

12.

13.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 tahun
2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 18 tahun
2OO6 tentang Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2O08 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3O tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2Ol3
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelalsanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14.
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ATAU 3- DESA DI XABUPATEW SITu30HDO TAHm
2014.

BAB I
XTIEI|TUAIT I'UUU

Passt I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :l. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten
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SitubOndo.
Bupati adalah Bupati situbondo.

:為肺寧般点Pttf碍亀臨
selanjutnya

Keuangan
Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Dinas Cipta Karya adalah Dinas
Situbondo.

Cipta Karya Kabupaten

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Situbondo.

7. Canat adalah wakil pemerintah Daerah di wilayah
Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

8. Bagian Pemerintahan adalah Bagran pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Situbondo.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati di Kabupaten Situbondo.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri
dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/
Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah Bantuan
Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi Kantor
atau Ba]ai Desa.

BAB II
UAXSUD DAI| TUJUAIT

Pmsl 2

Maksud pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan
Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah :

a. mendukung terlaksananya proses pembangunan/
rehabilitasi kantor atau Balai Desa sesuai dengan asas
demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih
baik.

Paral 3

Tujuan pemberian Bantuan Khusus Keuangan pelaksanaan
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah
membantu Desa dalam pembiayaan lisik pelaksanaan
Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.

BAB III
PRIITSP PEITGEII)L/IAI{ BAITTUAIT I(TUAI{GAIT XHUSUS

Pqral 4

Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor
atau Balai Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip
hemat, terarah dan terkendali serta dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan
hukum.

J
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BAB IV
SI'UBER PENGAITGGAR.AJS

Pasal S

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan
Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa bersumber
dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.

BABV
BEAARAIT AX(X}ARAX

Pasal 6

(1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus
pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai
Desa berdasarkan asas adil dan merata'

(2) Besaran zutggaran Bantuan Keuangan Khusus
pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai
Desa disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten
Situbondo.

(3) Perhitungan RAB dan Gambar teknis dilaksanakan oleh
Petugas dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo
dengan berpedoman kepada standar harga yang berlaku.

Pasal 7

l,okasi dan Alokasi Bantuan Keuangan khusus Pelaksanaan
Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan
Keputusan BuPati.

BAB VI
PEI{(X}I'trAAIT AN(X}ARfiT

Pa.8l 8

(1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khrrsus' ' 
Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa

dipergunakan untuk :

a. belanja upah tenaga (mandor, kepala tukang, tukang
batu, pekerja).

b. belanja bahan-bahan material (pasir, batu kali,
semen, dsb).

c. belanja administrasi, sebesar 5 % (lima persen) dari
alokasi dana, meliPuti :

1) Honorarium Panitia Pelaksana;

2) Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);

3) Biaya Makan dan Minuman RaPat;

4) Biaya Cetak dan Penggandaan;
5) Biaya Perjalanan Dinas;
6) Biaya Perencanaan.

r*
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(2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa wajib
menyampaikan tanda bukti pengeluaran bempa
kuitansi, nota dan/ atau tanda bukti lainnya yang sah;

(3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka
sisa Bantuan Keuangan disetor ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten Situbondo.

(4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus
sebagaimana dimalsud pada Ayat (1) berpedoman pada
standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
UEKAITISUE PEIf GUSI'LIU| DAIT PEI{CAIRAI| DAITA

Bagtan Kcsatu
Mekanlcme Pengusulan

Pagal 9

Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus
dengan mekanisme pengusulan, sebagr berikut:
a. Pemerintah Desa menyampaikan usulan berupa Surat

permohonan bantuan keuangan pembangunan/
rehabilitasi kantor atau balai Desa yang disertai
proposal kepada Bupati Situbondo dengan tembusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo cq. Kepala
Bagran Pemerintahan.

b. Bupati menunjuk Kepala Bagran pemerintahan selaku
SKPD yang membidangi untuk segera melakukan
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Kepala Bagran Pemerintahan menyampaikan hasil
evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

d. Penyampian hasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana dimalsud pada huruf c dikoordinasikan
oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat
pembahasan TAPD.

e. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

f. Usulan dan rekomendasi dari Kepala Baglan
Pemerintahan serta pertimbangan TApD sebagaimana
dimaksud pada huruf c dan huruf d berikut pula
persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman Alokasi
Anggaran Bantuan Keuangan dalam rancaagan KUA
dan PPAS.

O`
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Bagtaa kedue
llekanlsme Pencalran

Pasal 10

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana
Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi
Kantor atau Balai Desa kepada Bupati Situbondo Cq.
Kepala DPKD melalui Camat setempat untuk di verifikasi
keleng|<apannya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa
dengan Sistematika sebagaimana tersebut dalam
t ampiran dan merupakan bagran yang tak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana;

c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Bendahara Desa;

d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
e. Keterangan Status kepemilikan tanah/ kutipan leter

C sertifikat;
f. Foto keadaan terakhir Kantor atau Balai Desa;
g. Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian

pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa;
h. -Surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati

Kantor atau Balai Desa tidak dalam sengketa;
i. Nomor Rekening Kas Pemerintah Desa yang masih

aktif dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
j. Foto kopi rekening Kas Pemerintah Desa;
k. Kuitansi rangkap 4 (empat ) asli, bermaterai cukup;
1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya pelaksanaan

Pembangu.nan/ rehabiltasi Kantor atau Balai Desa
dari P;itia diketahui dan ditandatangani oleh
Kepala Desa.

Setelah diverilikasi oleh Camat dan dinyatakan
lengkap, terhadap Surat permohonan pencairan Dana
ganh-lan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi
Kantor atau Balai Desa yang ditandatangani oleh
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dibuatkan Surat pengantar Camat yang ditujukan
kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPKD melalui
Kepala Bagran Pemerintahan ;

Bagran Pemerintahan melakukan verifikasi ulang atas
kelengkapan permohonan pencairan dana sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1).
Setelah diverifrkasi ulang oleh Bagian Pemerintahan
sebagaimana dimalsud pada Ayat (3), permohonan
pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus
i?embangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa
dilanjutkan kepada Kepala DPKD, dengan kelengkapan
persiaratan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan
AVat (Z) ditambah kelengkapan sebagai berikut :

a. Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa
yang sebelumnya telah mendapatkan disposisi dari
Bupati untuk mendapatkan tindak lanjut;

(2)

(3)

(4)

`
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b. Surat pertimbangan/persetujuan Kepala Begran
Pemerintahan y€rng menerangkan bahwa pengajuan
telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. Rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan;
d. Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang

pemberian bantuan keuangan kepada penerima
beserta besarannya dan memuat daftar rekening
penerima.

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dimasukkan kedalam snelhecter plastik warna kuning
sebanyak rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-
masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel
untuk Bagian Pemerintahan dan 1 (satu) bendel arsip
penerima.
Kepala DPKD menyalurkan dana bantuan keuangan
khusus langsung dalam I (satu) tahap dari kas daerah
ke rekening kas pemerintah desa dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang berlaku melalui Bank
pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Situbondo.
Dana yang dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara
Desa kemudian dibukukan atau dicatat dalam Buku
Kas Umum (BKU) desa untuk selanjutnya digunakan
sesuai RAB dan Gambar.
Penggunaan anggaran yang diterima oleh Panitia
Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi kantor atau balai
Desa ditertanggungiawabkan secara administratif
dalam bentuk SPJ yang sah mencakup :

a.
b.

Buku Kas Umum;
Bukti-bukti pengeluaran yang sah (Nota, Kuitasi,
Faktur, dan lainJain);
Laporan keadaan kas;
Bukti-bukti penyetoran PPn dan PPh ke kas Negara.

(6)

(7)

(8)

Ｃ

．ｄ

BAA VUI
PEITGEI,OLIIAI| DAI|A

Pasal 11

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus
pembangunan/ rehabilitasi kantor desa atau balai desa
dikelola oleh Pemerintah Desa melalui swakelola yang
dilaksanakan oleh Panitia pelaksana pembangu.nan/
rehabilitasi kantor desa atau balai desa selaku
penanggung jawab kegiatan.

Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Desa dengan memperhatikan keterlibatan dari
berbagai unsur masyarakat Desa dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab, dijabatoleh Kepala Desa.

(2)

|0
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b. Ketua Pelaksana, dijabat oleh Ketua kmbaga
PemberdaYaan MasYarakat.

c. Sekretaris, 1 (satu) Orang.

d. Bendahara, 1 (satu) Orang.

e. Anggota, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang'

Pesal 12

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

(PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Yang berlaku.

Pa.aI 13

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus

dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan buku

Administrasi Keuangan Desa.

BAB IX
PEL/I'PIORAN DAI| PEMAISGGT'ITGJAWABAN DAI{A

Pesl 14

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa wajib
menyampaikan laporan penggunaan dgo" bantuan
keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Bagran
Pemerintahan, baik secara formal maupun material atas
penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya'

Pa$l 15

Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan
Pemtangu.nan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa,

diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui
perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana.

Pasd f6

(1) Pertanggungiawaban Bantuan Keuangan Khusus
Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau
Balai Desa merupakan bantuan keuangan yang harus
dipertanggunglawabkan oleh Panitia Pelaksana
Pe-mbangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa,

karena terintegrasi dengan pertanggungiawaban
APBDesa dan selanjutnya dipertanggungiawabkan
kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya bantuan keuangan khusus dan/ atau
paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun
Anggaran berikutnYa.

`
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l2l Pertanggungiawaban bantuan keuangan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
a. l,aporan penggunaan bantuan keuangan khusus

Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor
atau Balai Desa yang diterimanya.

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima
telah digunakan sesuai dengan ketentuan.

c. Bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan.

(3) Salinan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh
Penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 dituangkan dalam Surat
Pertanggungiawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan
kepada Bagian Pemerintahan Kabupaten Situbondo
untuk diteruskan Bupati melalui Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(5) Penyusunan SPJ hendaknya dimaksukkan kedalam
snelhecter palstik dengan warna kuning, dibuat
rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada :

a. Bupati melalui Kepala DPKD : rangkap 1 (satu).
b. Bagian Pemerintahan
c. Arsip penerima

: rangkap I (satu).
: rangkap 1 (satu).

(6) Apabila penerima bantuan keuangan khusus tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 dan pasal 14 dapat dikenakan sanksi
berupa :

a. ganti rugi dan pengembalian dana;
b. Pemblokiran dan/ atau penghentian sementara

bantuan yang diberikan;
c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk

apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti

penyelidikan, penyidikan dan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan
Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi
Kantor atau Balai Desa, maka penyelesaiannya secara
berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan
Kabupaten.

BAB >r
PEITGAWASAX

Pasal 18

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo.

u
ρ

ヽ
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BAB )(I
PEI{GEI{DALIAIT, }TOITITORIIIG DAI{ EI'ALUASI

Pa.d 19

(1) Camat memfasilitasi Desa dalam pengajuan pencairan,
pengendalian penggunaan dan pertanggungiawaban
Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan
Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa
Tahun Anggaran 2O 14.

(2)Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan,
monitoring dan evaluasi ddam penyaluran Bantuan
Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/
Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun Anggaran
2014.

BAB I(n
I{ETEI{TUA,![ L,IUX - I"AIN

Peral 20

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/
Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilarang mengalihkan
bantuan yang diterima kepada pihak lain.

BAB XII
KETEIfTUAT PEITUTT'P

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal ' -

Diundanekan di Situbondo
padatan[gal 21 JAN :",1

SEXRETARIA DATRAII
XABI'PATET SITI'BOITDO,

DADANG WIGnRTO

BTRTTA DAERATT I(ABI PATEI| STTI BOIfDO TAHITIr 2O1+ I|OUOR



:      ~~継 叩締織4
SISTIMATEKA PE―Smm PROPO―

闘 側 劇IKEUNOm KHUSUS PEMBAICmN′ REHABILITASI
nつ OR ATAU B― DESA

I. SISTITATII(A pElfylrsultAr{ pRoprosAL, SEBAGAI BERTKUT :

a. PEI{DAHULUAI{
memuat:
1) l,atar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta dan

permasalahan-permasalahan serta alasan-hasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan p"rlrrrry
bantuan pembiayaan.

2) Maksud dan tujuan, memuat uraian/ rumusan mengenai maksud
dan tujuan yang a}an diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. RTI| CAITA PBUAITFAATAIY

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk
kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. WAKTU DAIf IOXASI

Wat<trJ dan lokasi, memuat walrtu dan tempat pelaksanaan
kegiatan

d.JEMS YA,IIG DruSI'LKAT

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada bantuan
yang diharapkan
bewrupa uang, barang atau jasa.

e. MLIU/RTI|CAITA AIT(rcARAIT BIAYA

Nilai/rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan
mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

f. PEIYUTT'"

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang
berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. TAITDA fAI{cAlI

Tandatangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan
(pimpinan) serta stempel/cap organisasi.

C毬
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h.L,TffPTRAII

Lampiran pendukung proposal terdiri dari :

1) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim
Pelaksana.
Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan
Desa.
Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
Status kepemilikan tsnah/ kutipan leter C sertifrkat.
Foto keadaan terakhir Kantor atau Balai Desa
Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa yang masih aktif dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati Kantor atau Balai
Desa tidak dalam sengketa.
Peta lokasi tanah yang akan ditempati Kantor atau Balai Desa.
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BUPATI SITT'BOIYDO,

DADANG VJIC― TO


